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Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Banjar merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanngungjawab kepada Walikota. Secara singkat Sekretariat Daerah Kota Banjar bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata lasksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kota. Untuk memenuhi harapan di atas berkaitan dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretaris Daerah Kota Banjar berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,prasarana dan prasarana pemerintah daerah yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.
Selama ini penilaian kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar bersifat satu arah, karena dilakukan langsung oleh atasan pejabat yang berwenang, bila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, keputusan akhir penilaiannya tetap kembali kepada pejabat penilai dan hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian. Unsur-unsur yang dinilai secara umum hanya mengandung tentang ideologi dan nasionalisme, sementara untuk penilaian kinerjanya sendiri tidak tergambar, sehingga diperlukan instrumen baru yang lebih lengkap untuk pengukuran dalam penilaian kinerja personil berdasarkan fungsi dari peran personil. Dan penilaian kinerja dilakukan bila pegawai yang bersangkutan akan mengurus kenaikan pangkat.
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan beberapa indikator rendanya kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar diantaranya terlihat dari kondisi kerja yang kurang baik, dimana sering terlihat ruangan kosong pada saat jam kerja, pegawai keluar pada jam kantor dengan alasan yang tidak jelas diluar tugas kantor tanpa meminta izin atasan. Berkaitan dengan tanggungjawab pegawai yang kurang baik, terlihat dari proses absensi yang dilakukan satu bulan sekali hanya sebagai syarat untuk permintaan tunjangan pegawai saja, sehingga tidak bisa menjadi tolak ukur untuk penilaian. Untuk hal ini yang dapat dijadikan ukuran sementara menggunakan absensi apel pagi. Maka oleh karena itu bila dikaitkan dengan kinerja individu pegawai, hal tersebut menunjukkan tingkat kinerja yang rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan pada menurunnya kinerja dan produktivitas kerja pada Sekretariat Daerah Kota Banjar dan berdampak pada penurunan keberhasilan program kerja Sekretariat Daerah Kota Banjar.
Permasalahan tersebut di atas, diduga antara lain oleh faktor penilaian kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Banjar yang belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul : “Penilaian Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar”.
Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kota Banjar didasarkan kepada permasalahan yang terjadi saat ini dimana penilaian kinerja belum dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mempengaruhi kepada pencapaian tujuan organisasi Setda itu sendiri. Disamping itu bahwa Setda Kota Banjar merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) yang merupakan fungsi dari administrasi publik yang peneliti saat ini pelajari pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Unpas.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2008:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan kualitatif dipilih ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik.
Alat penelitian yang biasanya digunakan peneliti dilapangan seperti alat perekam (tape recorder) camera photo, buku catatan, alat tulis menulis, instrumen penelitian, memegang peranan penting dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, dan kemudian data tersebut dianalisis dan diorganisasikan agar menjadi sesuatu yang berarti atau bermakna .Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai Penilaian kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar Kota Banjar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kota Banjar
Secara empirik bahwa penilaian kinerja yang terbangun dari dimensi keterampilan, tanggung jawab, usaha dan kondisi kerja cukup memberikan konstribusi dalam menciptakan kinerja dan tingkat produktivitas kerja pada Sekretariat Daerah Kota Banjar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti memperoleh gambaran bahwa penilaian kinerja pegawai yang terbangun dengan keterampilan, tanggung jawab, usaha dan kondisi kerja secara empirik belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini mengandung arti bahwa penilaian kinerja tersebut belum berjalan dengan efektif. Hasil temuan ini secara empirik terkait dengan belum efektifnya penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar.
Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan pimpinan secara umum memang telah terlaksananya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, secara komprehensif penilaian kinerja yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga out put yang dihasilkan belum memberikan umpan balik yang menggembirakan terhadap pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
Sesuai hasil wawancara dengan Sekda Kota Banjar bahwa Secara fungsional, penilaian kinerja memang telah menggambarkan adanya transfer dan penugasan terhadap para pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing pegawai, sehingga implementasinya dapat mengetahui setiap kelamahan maupun kekuatan yang dimiliki pegawai. Pada sisi lain, peneliti juga mendeteksi bahwa dalam perspektif penggajian, promosi dan pemberhentian pegawai, penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini di Sekretariat Daerah Kota Banjar secara kelembagaan dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, Keban (2004:196) mengemukakan bahwa ”penilaian kinerja sesungguhnya dapat dijadikan dasar bagi seorang pimpinan untuk mengambil suatu keputusan organisasi, temasuk menentukan masalah kepegawaian”. Bahkan secara spesifik, Locher dan Teel dalam Widodo (2005:176) mengemukakan bahwa: ”penilaian kinerja pegawai sangat berguna untuk menentukan kompensasi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, promosi, pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian kepegawaian dan perencanaan tenaga kerja”.  
Terkait dengan konsepsi di atas, peneliti juga menemukan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Banjar secara emprik belum sepenuhnya menunjukan hasil sesuai dengan kebutuhan pelatihan pegawai dan perencanaan serta evaluasi terhadap sumber daya manusia yang telah dicanangkan sebelumnya. Melalui penilaian kinerja tersebut, pimpinan dilingkungan Setda Kota Banjar kemudian dapat menentukan berbagai kebutuhan sumber daya aparatur sesuai dengan situasi, kondisi, potensi, dan tuntutan publik yang semakin menguat. 
Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bidang Bid.Sosial, Ekonomi,Pembangunan dan Administrasi Setda terungkap bahwa penilaian kinerja terhadap para pegawai memang sangat diperlukan, karena penilaian akan menjadi dasar untuk menentukan seberapa jauh atau seberapa tinggi kinerja organisasi telah tercapai. Terkait dengan pernyataan tersebut, Sekda Kota Banjar menerangkan bahwa untuk menjaga obyektivitas penilaian, Sekretariat Daerah Kota Banjar telah memiliki kriteria tersendiri, sehingga tinggi rendahnya kinerja tersebut benar-benar terukur sesuai dengan harapan organisasi. Namun demikian, memang diakui bahwa untuk menilai kinerja seseorang tidaklah mudah, karena membutuhkan parameter dan ketelitian tersendiri. Oleh karena itu, hasil penelitian juga mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai ini, antara lain bervariasinya interpretasi (pemahaman) para pegawai dalam menterjemahkan visi dan misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah, sehingga kondisi ini cukup menyulitkan pimpinan dalam menentukan arah program yang telah dicanangkan. Selain itu, prilaku sebagian aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar yang kurang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Implikasinya, berbagai program yang telah dicanangkan belum seluruhnya berjalan dengan efektif.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa penilaian kinerja pegawai baik secara teoritis maupun empiris sangat menentukan dalam menilai kinerja seorang pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar. Oleh karena itulah, peneliti berpandangan bahwa dalam rangka meningkatkan tujuan organisasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar, faktor penilaian kinerja pegawai seyogyanya mendapat perhatian yang serius teristimewa dari pimpinan. Dengan demikian, diharapkan lahir suatu iklim yang kondusif bagi terciptanya kinerja aparatur yang tinggi dalam mendorong terhadap pencapaian tujuan organisasi Setda Kota Banjar sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.	Faktor-faktor penilaian kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Banjar Kota Banjar.

a. Ketrampilan
Aspek ketrampilan kerja memiliki keahlian di bidangnya, mampu bekerja terampil masih dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar diperlukan peningkatan, terutama dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini  tentunya berkaitan dengan pelaksanaan dari kinerja pegawai yang didasarkan pada ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas dan ketepatan waktu. Peningkatan ketrampilan kerja dapat dilakukan baik oleh organisasi yang bersangkutan maupun oleh kreativitas pegawai atau aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar dalam memotivasi diri untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja. Hal ini biasanya, di samping sebagai upaya mengoptimalkan ketrampilan kerja pegawai secara efektif dan efisien juga dapat diprioritaskan sebagai harapan bagi peningkatan kompensasi pegawai yang lebih tinggi serta seimbang dengan pengorbanan yang diberikan guna menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menganalisis bahwa dalam ketrampilan kerja pegawai  pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar, ini sesungguhnya pula  menjadi pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan struktur organisasi dan tugas pokok organisasi sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi. Dengan demikian, ketrampilan kerja ini, menjadi semakin penting untuk dilakukan dalam rangka mengantisipasi berbagai percepatan,  perubahan dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Namun demikian, hasil temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas kerja pegawai terkait dengan faktor ketrampilan kerja  ini , Sekretaris Daerah Kota Banjar tampaknya masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup menggangu, antara lain masih adanya sebagian pegawai yang belum sepenuhnya mempunyai ketrampilan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

b. Tanggungjawab
	Aspek tanggungjawab tentang bagiamana pegawai sanggup menyelesaikan pekerjaan, berani menanggung resiko yang belum berjalan secara optimal, hal ini tentunya mengganggu dalam penyelesaian proses kerja. Karena tanggungjawab dalam bekerja merupakan sikap seorang pegawai atau aparatur yang harus lebih dikedepankan supaya hasil pekerjaan ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan organisasi secara keseluruhan dalam hal ini di Sekretariat Daerah Kota Banjar. Oleh karena itu pegawai harus sanggup menyelesaikan pekerjaan dan berani menanggung resiko apapun yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. 
	Tanggungjawab ini dapat dijadikan parameter dedikasi dan loyalitas pegawai dalam memperhitungkan seberapa jauh pelaksanaan pekerjaan yang akan dan sudah dilaksanakan. Apabila aspek tanggungjawab ini diperhatikan oleh semua unsur pegawai atau aparatur yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Banjar tentunya efektivitas kerja dan produktivitas kerja nya dapat berjalan sesuai dengan harapan organisasi.




Secara umum bahwa usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan ataupun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita citakan/tujuan yang diinginkan tercapai. Usaha atau upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk mempermudah suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang sudah di tetapkan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini, tentunya menyangkut strategi, maka akan tersusun secara sistemastis, langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Langkah-langkah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk sebagai acuan bagi setiap implementor untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan rintangan dalam melaksanakan strategi tersebut dapat segera untuk dicari solusinya. 
Usaha dan strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjar adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Pemahaman ini merupakan strategi yang sangat penting, karena berguna dalam pelaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Banjar sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau direncakan sebelumnya. 

d. Kondisi Kerja
Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi kerja yang baik memberikan kenyamanan lingkungan kerja, dan secara empirik telah memberikan motivasi kepada para pegawai  di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya. Secara fisik, kondisi kerja yang memberikan kenyamanan lingkungan kerja tersebut dapat dideteksi dari kondisi fisik kantor yang bersih, lingkungan kantor yang bersih, peralatan kerja yang lengkap, serta sarana pendukung yang memadai. Fakta empiris tersebut sejalan dengan pandagan  Siagian (2001 : 134) yang menyatakan bahwa : “keberadaan kondisi kerja di kantor yang bersih, peralatan kerja yang lengkap serta dukungan prasarana kerja yang memadai dapat memberikan kenyamanan bekerja bagi para pegawai”. 
Kondisi faktual memperlihatkan, bahwa kondisi kondisi kerja yang baik di di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar secara umum cukup menunjang dalam mendukung keberhasilan program. Namun demikian, ditemukan pula masih adanya sebagian kecil pegawai yang kurang memberikan respon atau apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh institusi. Rendahnya kehirauan atau kepedualian sebagian kecil pegawai atau aparatur ini, merupakan salah satu contoh empirik yang menguatkan pentingnya kondisi kerja yang baik dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 
Problem tersebut, sesungguhnya disebabkan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai yang masih rendah, terkait dengan pentingnya kondisi kerja di lingkungan pekerjaannya. Oleh sebab itu pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Banjar sangat mengetahui dan memberikan dorongan salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan  akan sarana prasarana yang cukup memadai, dapat mendukung pekerjaan untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik sehingga diharapkan pegawai atau aparatur di di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar dapat amenyelesaiakan tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.
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